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Abstrak  
 
 Pembelakuan retribusi adalah sebagai sumber keuangan daerah yang tidak 
hanya menjadi urusan pemerintah daerah tetapi juga berkaitan dengan masyarakat 
pada umumnya sebagaimana anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah 
setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan diatur dalam peraturan distribusi 
daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah harus membayar 
retribusi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang 
menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Pasar pada Perusahan 
Daerah Pasar Palembang Jaya  serta Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan Retribusi Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan daerah pasar 
palembang jaya , maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan 
tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar disebabkan oleh kurangnya 
pegawai bagian pengawasan, Belum efektrifnya pemberlakuan sanksi, Adanya 
pungutan liar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 
pengawasan, menekan biaya pemungutan dan meningkatkan kapasitas penerimaan. 
 
Kata kunci — Penerimaan Retribusi Pasar, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 
 
 
Abstrak 
 
Application of the  levy is a regional financial sources are not only a matter for 
local authorities but also to the community at large as well as community members who 
become part of the area of each person or entity that meets the conditions stipulated in 
the regulations of  the regional distribution and enjoy the services provided by the 
government should pay levies. This study aims to determine what factors lead to failure 
to achieve revenue target market levies on Palembang market  Jaya Company and effort 
if that can be done to improve the Company's market Levy Palembang market Jaya. 
Based on the research that has been done in the area of market palembang glorious 
company, it can be concluded that the factors that lead to failure to achieve the target 
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revenue, market caused by the lack of employee supervision section, yet efektrifnya 
sanctions, existence of illegal levies. One effort that can be done to improve supervision, 
reduce the cost of collection and increase the capacity of the reception. 
 
Keywords — Reception Levy Market, Revenue (PAD) 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
embangunan daerah dapat terlaksana dengan baik dan berkembang apabila 
disertai dengan pendanaan yang cukup memadai. Sumber dana untuk membiayai 
pembangunan daerah diperoleh dari pendapatan asli daerah dan bantuan 
pemerintah pusat melalui subsidi dalam bentuk dana perimbangan tetapi setelah 
diberilakukan Undang-undang Otonomi Daerah subsidi pemerintah pusat menjadi 
berkurang peranannya. 
 
Menurut Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 1997, yang mengatur tentang 
Retribusi pasar, bahwa retribusi pasar adalah pemungutan uang sebagai pembayaran 
pemakai karena diperoleh jasa perkerjaan atau usaha yang mempunyai hubungan 
langsung dari kontraprestasi kepada pemakai pasar tersebut. Adapun retribusi pasar 
yang meliputi: retribusi sewa petak, retribusi harian, retribusi kebersihan dan keamanan, 
retribusi  MKC/WC, administrasi, uang kunci, dan retribusi pakir. 
 
Retribusi dibagi atas tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, 
dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu retribusi yang harus dilakukan adalah 
retribusi pasar. Retribusi pasar termasuk dalam jenis retribusi jasa umum. Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2000 mengatur tarif pajak yang paling tinggi yang dapat 
dipungut oleh daerah untuk setiap jenis pajak. Penerapan tarif paling tinggi tersebut 
bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif  paling 
rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk 
mengatur sendiri besarnya tarif  pajak sesuai dengan kondisi masyarakat yang tidak 
mampu. Di samping itu, dalam penetapan tariff pajak  juga dapat diadakan 
klasifikasi/penggolongan tarif  berdasarkan kemampuan wajib pajak atau berdasarkan 
jenis objek pajak. 
 
Pemungutan Retribusi pasar sebagaimana dalam ketentuan Daerah tersebut 
dilaksanakan oleh Dinas Pasar Kota Palembang, karena sistem pengurusan dan 
pengelolahan retribusi pasar belum berjalan secara efisien efektif, dan profisional, 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pembentukan peraturan 
Daerah Pasar Palembang Jaya maka Dinas pasar dirubah menjadi Perusahan Daerah 
Pasar Palembang Jaya. Melalui perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan 
target pasar dan realisasi yang digunakan sebagai sumber pembangunan daerah dan 
dengan perubahan tersebut, sistem pengurusan dan penggolaan retribusi pasar dapat 
berjalan secara efisien, efektif dan profesional. 
 
 
 
 
P 
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2. LANDASAN TEORI 
 
2.1 Pengertian Pajak 
 
 Menurut Soemitro dalam Resmi (2013, h.1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran 
rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum. 
 
2.2 Fungsi Pajak 
 
Menurut Resmi (2013, h.3) Ada dua fungsi pajak, yaitu : 
1. Fungsi Penerimaan (Budgetair), Pajak merupakan salah satu sumber 
penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun 
pembangunan. Sebagai keuntungan negara, pemerintah berupaya 
memasukkan uang sebanyak-banyaknya utuk kas negara. Upaya tersebut 
ditempuh dengan cara ekstensifikasi pemungutan pajak melalui 
penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan 
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain. 
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
adalah penyumbang utama terbesar atas penerimaan pajak bagi kas negara. 
2. Fungsi Pengatur (Regulerend), Pajak berfungsi sebagai fungsi tambahan 
atas fungsi utama pajak yaitu alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai 
tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh: Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah (PPnBM) yang cukup tinggi dikenakan terhadap 
barang-barang mewah.  
 
2.3 Jenis Pajak 
 
Menurut Resmi (2013, h.7) jenis pajak dapat dikelompokan menurut golongan, 
sifat dan lembaga pemungutnya. Menurut golongan, menurut sifat pajak dan Menurut 
Lembaga Pemungut 
 
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 
Menurut Mansury yang dikutip dari buku Priantara (2012, h.7) bahwa terdapat 
empat sistem pemungutan pajak yaitu Official Assesment System, Self Assesment System 
Full, Self Assesment System, dan Semi Full Self Assesment 
 
 
2.5  Kepatuhan Wajib Pajak 
  
 Menurut Devino dan Rahayu (2006, h.110), terhadap dua macam kepatuhan 
wajib pajak yaitu sebagai berikut : 
a. Kepatuhan formal  
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban 
formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. 
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b. Kepatuhan Material  
Kepatuhan material adalah suatu keadan dimana wajib pajak secara substantif 
memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga 
mengikuti kepatuhan formal. 
 
Pengukuran kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam 
mendaftarkan dirinya kekantor pajak, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran 
pajak terhutang, kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan SPT. 
 
2.6  Pengertian Retribusi 
 
  Retribusi pasar dalam pembagiannya masuk ke dalam retribusi jasa umum. 
menurut undang-undang nomor 34 tahun 2005 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 
pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Retribusi pasar adalah pungutan daerah langsung 
sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediahkan 
atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk dikenakan pada pungutan faselitas jasa 
layanan pasar yang dari pengunan tersebut mendapatkan timbal balik secara langsung 
pengguna faselitas tersebut untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha. Retribusi 
daerah sesuai undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 2 retribusi daerah 
terbagi tiga golongan yaitu: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi 
perizinan tertentu, 
 
2.7 Pendapatan Subjek dan Objek Retribusi Pasar 
 Berdasarkan  peraturan pemerintah tentang retribusi daerah,objek retribusi pasar 
adalah tempat terjadinya transaksi pembeli dengan penjualan atau sering disebut tempat 
berjualan dipasar yang didata jumblah petak, los, kios, luas tanah yang kosong  yang 
sering digunakan untuk perdagang kaki lima dan dilengkapi dengan faselitas pendukung 
pasar seperti penerangan, air dan sarana pendukung lainnya, sedangkan subjek retribusi 
pasar adalah setiap perdagang yang memakai tempat berjualan dipasar yang meliputin 
jumblah perdagang yang menepati los, petak, kios, dan perdagang kaki lima pada setiap 
unit pasar. 
Potensi Pajak dan Retribusi berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi 
sektoral dan sistem serta kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk menggali 
sumber-sumber Pajak dan Retribusi potensial yang dapat dijadikan sebagai basis utama 
Pendapatan Asli Daerah. Kehadiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, diubah 
dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004,  sebagai mana telah diubah beberapa kali 
dan terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008, diharapkan dapat menjadi 
landasan bagi terwujudnya masyarakat sipil yang demokratis.  
 
2.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimana Retribusi Daerah Sebagai 
Pendapatan Daerah (PAD) 
 
Menurut Halim dan Nasir (2006, h.49) dalam kajian tentang keuangan daerah 
pemerintah untuk menganalisis masalah dalam penerimaan sumber-sumber keuangan 
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daerah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) yang akan diterima oleh 
pemerintahan daerah adalah  belum optimalnya pajak dan retribusi daerah dimana, 
terjadinya keterbatasan sumber daya atau pertugas pelaksana operasinal dilapangan, 
masih banyaknya tingkat kebocoran atau kelolosan dimana belum efektifnya 
pembelakuan sanksi dan kurangnya sarana dan prasarana untuk oprasional dilapangan. 
 
 
 
3. METODE PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan penelitian 
 
  Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif deskriptif, yaitu merupakan penelitian yang mendeskripsikan 
karakteristik masalah yang berkaitan dengan karakteristik dari subjek yang diteliti. 
Penelitian ini menekankan pada pemahaman mengenai Faktor-faktor penyebab tidak 
tercapainya target penerimaan retribusi pasar pada perusahaan Daerah Pasar Palembang 
Jaya. 
 
3.2  Objek dan Subjek Penelitian 
  
 Subjek pada penelitian ini adalah Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya. 
Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara 
yang bergerak di bidang pemungutan Retribusi Pasar. Perusahaan ini merupakan 
perusahaan yang berperan dalam pemungutan iuran Retribusi Pasar di Kota Palembang. 
Pemerintah Kota Palembang telah mendirikan Perusahaan Daerah Pasar Palembang 
Jaya dengan status dan kedudukan hukumnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah No.6 
Tahun 2005, Sumatera Selatan.  
Sedangkan objek penelitihan adalah pendapatan Retribusi Pasar yang ditetapkan 
oleh pemerintahan. Perusahaan tersebut beralamat di JL. KH. Ahmad Dahlan Lantai II 
Pasar Bukit Kecil Palembang, Sumatera Selatan. Oleh sebab itu, maka penulis 
mengadakan penelitian pada perusahaan  yang bergerak dalam bidang jasa dan 
perdagangan sebagai objek penelitian yaitu Perusahaan Pasar Palembang Jaya. 
 
 
3.3  Pemilihan Informan Kunci 
    
  Pemilihan informan kunci didasarkan pada asumsi bahwa mereka adalah orang-
orang yang mengetahui secara mendalam tentang biaya standar dalam biaya 
pemungutan retribusi yang diterapkan pada Perusahaan Pasar Palembang Jaya. 
Informan kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian tata usaha dalam 
bidang pemungutan iuran Retribusi Perusahaan Pasar Palembang Jaya. 
 
3.4  Jenis Data 
 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan dan hasil wawancara langsung 
dengan pihak manajemen yang bersangkutan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari 
data perusahaan berupa data historis Perusahan Pasar Palembang Jaya, studi literatur, 
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karangan ilmiah, serta referensi lain yang relevan dengan penelitian ini. Data historis 
perusahaan berupa laporan keuangan, data iuran perhari, data penju, dan data tentang 
perusahaan. 
 
3.5  Teknik Pengumpulan Data 
 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan kepala 
Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya dan karyawan bagian pengembangan usaha, 
bagi teknik ketertibaan, yang menyangkut dengan pemungutan retribusi pasar, dan 
dokumentasi berupa data target dan realisasi penerimaan retribusi pasar. 
 
3.6  Teknik Analisis Data 
 
 Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan sebenarnya 
kemudian data tersebut disusun, diola dan dianalisis. Dalam penelitian ini hal yang 
pertama akan dilakukan adalah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan faktor 
penyebab yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar pada 
Perusahan Daerah Pasar Palembang Jaya. 
Hal yang berikutnya dilakukan adalah menganalisis data-data yang telah 
didapat dari wawan cara kepada kepala bagian pemungutan retribusi mengenai biaya 
dan pendapatan dengan mengumpulkan, mencatat, serta menganalisis dan menyajikan 
data yang diperoleh dalam perhitungan atas selisish antara biaya standar dengan biaya 
sesungguhnya yang tersedia kemudian melakukan observasi yaitu mengadakan 
pengamatan langsung diperusahaan, dan dokumentasi yang didapat dari Perusahaan 
Daerah Pasar Palembang Jaya. Kemudian peneliti menarik kesimpulan dari analisis 
yang dilakukan. 
. 
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1  Sejarah Singkat Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya 
 
Pemerintah kota Palembang memiliki 19 dinas salah satunya adalah dinas pasar. 
Pada saat ini sejalan dengan pesatnya perkembangan kota Palembang dan pertumbuhan 
jumlah penduduk yang semakin pesat, mengakibatkan meningkatnya konsumsi 
masyarakat terhadap kebutuhan akan barang dagangan terutama pada komoditip 
kebutuhan rumah tangga, hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan pengurusan pasar 
dalam kota Palembang, maka dengan ini pemerintah kota Palembang perlu 
mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan pasar-pasar milik pemerintah kota 
Palembang.  
 
Pengurusan dan pengelolaan pasar yang selama ini dilaksanakan oleh 
Perusahaan Pasar Palembang Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang 
Nomor 2 Tahun 2006 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan 
strukur organisasi dinas daerah dirasakan perlu dikelola secara lebih efektif dan 
profesional dengan pembentukan perusahaan daerah, sejalan dengan ketentuan pasal 
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177 undang-undang nomor 32 tahun 2004 peraturan daerah dan berdasarkan prinsip-
prinsip ekonomi perusahaan. 
4.2 Aktifitas Pengelolaan Retribusi Pasar Perusahaan Pasar Palembang Jaya  
 
 Adapun gambaran tentang target dan realisasi penerimaan retribusi pasar pada 
Perusahan Daerah Pasar Palembang Jaya berserta selisih dan persentase kenaikan dan 
penurunan target dan realisasi mulai dari tahun anggaran 2008 sampai tahun anggaran 
2013 dapar dilihat tabel 4.1 berikut ini. 
 
Tabel 4.1 
    Target dan Realisasi Penerimaan Hasil Tagihan 
Retribusi Pasar Perusahaan Pasar Palembang Jaya 
Tahun Anggaran 2008 s/d 2013 (Dalam Rupiah) 
 
No  Tahun Anggaran  Target  Realisasi  
(Rp) (Rp) 
1. 2008 3.374.768.925 3.042.381.788 
2. 2009 5.542.877.955 5.356.488.272 
3. 2010 6.190.955.916 5.954.117.438 
4. 2011 6.657.879.069 6.605.776.385 
5. 2012 8.289.654.873 8.774.838.641 
6. 2013 9.976.004.078 9.533.044.672 
 
Sumber : Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, 2014 
 
  Dilihat bahwa  Perusahan Daerah Pasar Palembang Jaya mengalami 
permasalahan yang timbul dalam penerimaan retribusi pasar terjadinya adalah 
peningkatan jumlah pedagang dari tahun ke tahun, pertumbuhan pedagang dari tahun 
2008 sampai tahun 2013 mengalami pertumbuhan yang cukup berarti, dimana 
pertumbuhan tersebut dapat mempengaruhi penerimaan retribusi pasar dalam 
meningkatkan retribusi daerah dilihat dari tahun 2008 sampai 2011 tingkat pencapaian 
target yang masih rendah. 
 
4.3   Jenis dan Pengelompokan Pasar dan Kondisi Pasar Perusahaan Daerah Pasar 
Palembang Jaya 
 
 
Tabel 4.2 
Nama Pasar dan Alamat yang Dikelola Perusahan 
Daerah Pasar Palembang Jaya 
 
No Nama Pasar Alamat 
1. Pasar Cinde Jln. Jend Sudirman 
2. Pasar Soak Bato Jln. Merdeka  
3. Pasar Padang Selasa  Jln. Sriwijaya Negara 
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4. Pasar Bukit Kecil  Jln. KH.A.Dahlan 
5. Pasar Burung  Jln. Karet 
6. Pasar Sekanak Jln. Sekanak 
7. Pasar Tg.Burung Jln. Ki Gede Ing Lautan 
8. Pasar Gandus  Jln. Sofyan Kenawas 
9. Pasar Km 5 Jln.Kol.Burlian 
10. Pasar Kemboja Jln. May. Santoso 
11 Pasar Kepadean Jln. Tp Rustam Effendy 
12. Pasar 16 Ilir Jln. Pasar 16 Ilir 
13. Pasar Sekip Ujung Jln. Amphibi  
14. Pasar Kebon Semai  Jln. May Salim Batu Bara 
15. Pasar Kuto  Jln. Selamet Riyadi 
16. Pasar Lemabang  Jln. Ratu Sianum  
17. Pasar Kertapati Jln.KH Wahid Hasyim 
18. Pasar 3-4 Ulu Jln.KH,M.Asyik 
19. Pasar 7 Ulu Jln.KHA.Azhari 
20. Pasar 10 Ulu Jln.KHA.Azhari 
21. Pasar Retail Jakabaring Jln.Pangeran Ratu Palembang 
22. Pasar Alang-Alang Lebar Jln. Raya Palembang-Betung KM 12 
23. Pasar Griya Musi Permai Jln. Siaran Kec.Sako 
24. Pasar Multi Wahana  Jln. Siaran Kec.Sako 
25. Pasar Lebung Gajah Jln. Siaran Kec.Sako 
26. Pasar Cakna  Jln. KH.Azhari Kec SU 1 
27. Pasar 1 Ulu Jln. KH.Azhari Kec SU 1 
28. Pasar  Sanrosa Jln.A Yani Kec.Plaju 
29. Pasar Simpang Keramasan Jln.Sungki Kec Kertapati 
30. Pasar Tradisonal Modem Plaju Jln. Pintu Besi Kel.Plaju 
31. Pasar Induk Jakabaring Jln. Pangeran Ratu Palembang 
32. Pasar Yada Jln. Taqwa Mata Merah Kec. Kalidoni 
33. Pasar Buah  Jln.Pangeran Ratu Palembang 
 
Sumber : Perusahaan Daerah Pasar Palembang, 2014 
 
 
4.4 Jenis dan Tarif Jasa Pengelolaan 
 
Adapun gambaran tentang jasa pengelolaan sewa petak bulanan besarnya tarif 
sewa tempat berjualan ditetapkan berdasarkan luas tempat berjualan, jenis dagangan dan 
kelas pasar dimana tarif sewa tempat berjualan per-bulan ditetapkan berdasarkan tabel 
berserta persentase harga los, petak, dan kios melihat tarif mulai dari kelas dan lantai 
yang digunakan pedagang dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut ini. 
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Tabel 4.3 
Besarnya Tarif Retribusi Pasar yang Ditetapkan  
Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya 
Tahun 2011 
 
No  Kelas  Tarif Bulanan Permeter Persegi (M) Jenis Dagang 
 
 Lantai  Logam mulia, 
sembako, onderdil, 
elektronik, jasa 
perkantoran, salon, 
wartel, warung 
makan/restoran, 
percetakan, 
photocopy, rental 
komputer, rokok dan 
lain-lain 
Pakaian jadi, tekstil, 
kelontongan, 
sendal/sepatu, 
tas/koper, obat dan alat 
kesehatan, alat dan 
bahan pertanian, alat 
tulis, kosmetik, 
penjahit, 
optik/kacamata, 
perlengkapan olah raga 
dan musik, bahan 
bagunan, jual makanan, 
perhiasan imitasi dan 
lain-lain  
Sayuran, 
buah-buahan, 
daging, 
unggas, 
ikan,kelapa,re
mpah-rempah. 
I II III IV V 
1. Kelas A 
Lantai I 
Lantai II 
Lantai III 
( Rp ) 
11.500 
10.000 
9.000 
( Rp ) 
11.000 
9.500 
8.000 
( Rp) 
10.500 
9.000 
7.000 
2. Kelas B 
Lantai I 
Lantai II 
( Rp ) 
9.000 
6.500 
( Rp ) 
8.000 
5.500 
( Rp ) 
7.000 
4.5000 
3.  Kelas C 
Lantai I 
Lantai II 
( Rp ) 
6.500 
4.700 
( Rp ) 
5.300 
4.300 
( Rp ) 
4.700 
4.000 
4. Kelas D 
Lantai I 
( Rp ) 
4.500 
( Rp ) 
4.000 
( Rp ) 
3.500 
 
Sumber : Perusahaan Daerah Pasar Palembang, 2014 
 
Adapun tarif retribusi pasar yang ditentukan oleh perusahaan daerah pasar Palembang 
Jaya ditetapkan berdasarkan luas tempat berjualan, jenis perdagang dan kelas pasar, tarif 
sewa tempat berjualan  per-bulan dan perhari yang ditetapkan perusahaan pasar 
palembang jaya yaitu : 
1. Tarif pakir Rp 2.000/ 1 kali pakir  
2. Tarif Wc Rp 2.000/ 1kali pakai  
3.  Listrik  Rp 10.000/ perbulan 
 ISSN: 1         910 
  
 
IJCCS Vol. x, No. x,  July201x :  first_page–end_page 
Untuk pemakaian listrik pada setiap unit tempat berjualan akan dipungut 
biaya sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh PLN dengan ditambah 
toesleg sebesar Rp 5.000 setiap bulan. 
4. Tempat berjualan ditanah pasar terbuka yang dipakai secara tidak tetap yang 
luasnya tidak lebih dari 1,5 m x 1.5 m dipungut retribusi sebesar Rp 
3.000/hari. 
5. Tempat berjualan ditanah pasar terbuka yang dipakai secara tetap yang 
luasnya tidak lebih dari 1,5 m x 1.5 m dipungut retribusi sebesar Rp 
50.000/bulan. 
6.  Retribusi yang menempati kios, los, pelataran sebesar Rp50.000/bulan. 
7. Retribusi kebersihan dan ketertiban sebesar Rp2.000/hari. 
 
  Dilihat dari uraian tarif yang ditetapkan oleh perusahaan daerah pasar 
palembang jaya yang tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang karena tarif yang 
ditetapkan sudah relatif maksimal yang diberikan perdagang yang mengunakan fasilitas 
yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya dapat mulainya 
tercapainya target Pendapatan Asli Daerah. 
 
4.5 Pembahasan  
 
 
Tabel 4.4 
Target dan Realisasi Penerimaan Hasil Tagihan 
Retribusi Pasar Perusahaan Pasar Palembang Jaya 
Tahun Anggaran 2008 s/d 2013 (Dalam Rupiah) 
 
No  
Tahun 
Anggaran  
Target  Realisasi  Selisih 
 
Persentase  
(Rp) (Rp) (Rp)  (%)  
1. 2008 3.374.768.925 3.042.381.788 (332.387.137) (9,85) 
2. 2009 5.542.877.955 5.356.488.272 (186.389.683) (3,36) 
3. 2010 6.190.955.916 5.954.117.438 (236.838.478) (3,83) 
4. 2011 6.657.879.069 6.605.776.385 (52.102.684) (0,78) 
5. 2012 8.289.654.873 8.774.838.641 485.183.768 5,85 
6. 2013 9.976.004.078 9.533.044.672 (442.959.406) (4,44) 
 
Sumber : Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, 2014 
 Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa selisih dan persentase kenaikan dan 
penurunan target dan realisasi mulai dari tahun anggaran 2008 sampai tahun anggaran 
2010, Perusahan Daerah Pasar Palembang Jaya mengalami permasalahan yang timbul 
dalam penerimaan retribusi pasar terjadinya adalah peningkatan jumlah pedagang dari 
tahun ke tahun, pertumbuhan pedagang dari tahun 2008 sampai tahun 2013 mengalami 
pertumbuhan yang cukup berarti, dimana pertumbuhan tersebut dapat mempengaruhi 
penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan retribusi daerah dilihat dari tahun 2008 
sampai 2011 tingkat pencapaian target yang masih rendah. 
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1. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1   Kesimpulan 
 
 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penelitian 33 pasar mengenai faktor-faktor 
penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar pada perusahaan daerah 
pasar palembang jaya, dapat disipulkan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal 
yang saat ini dialami perusahaan daerah pasar Palembang Jaya yaitu : 
1. kurangnya pegawai pada perusahaan daerah pasar Palembang Jaya pada 
bagian pengawasan. Sistem pengelolaan penerimaan retribusi pasar pada 
perusahan daerah pasar Palembang Jaya, pada pengendaliannya belum 
optimal. 
2. Belum efektrifnya pemberlakuan sanksi yang dilakukan oleh pihak 
Perusahan Daerah Pasar Palembang Jaya terhadap pertugas yang melanggar 
peraturan yang telah ditetapkan. 
3. Adanya pungutan liar yang dilakukan oleh pertugas yang tidak terdaftar 
identintasnya diperusahan Daerah Pasar Palembang Jaya. 
 Faktor external, merupakan suatu keadan yang menyatakan dan menggambarkan 
terjadinya selisih target peneriman retribusi yang ditetapkan oleh lingkungan dan diluar 
perusahaan itu sendiri. Faktor external secara umum yang ada diperusahaan daerah yaitu 
kesadaran wajib pajak atau wajib retribusi daerah, pertumbuhan objek penerimaan, 
perekonomian daerah, kebijakan pemerintah, kondisi objek penerimaan. 
Faktor yang paling dominan yang mempengaruhi tidak tercapainnya target 
retribusi pasar pada perusahan daerah pasar Palembang Jaya adalah faktor internal yaitu 
belum efektifnya pemberlakuan sanksi yang seharusnya diterapkan oleh pihak 
perusahaan daerah pasar Palembang Jaya kepada oknum-oknum petugas yang 
melanggar peraturan yang telah ditetapkan. 
 
5.2   Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, adapun saran yang akan diberikan 
yaitu: Bagi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, sebaiknya mempunyai data 
perbandingan untuk menyimpulkan tingkat kewajaran pembayaran retribusi pasar yang 
dilakukan oleh pemungut retribusi  pasar yang dilakukan oleh pengguna jasa melalui 
unit pasar, maka dengan adanya data perbandingan akan meningkatkan retribusi kota 
palembang dan memberikan hasil yang baik  dalam pengelolaan peneriman retribusi 
pasar. 
  Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peneriman retribusi pasar 
dengan cara sebagai berikut: meningkatkan pengawasan dengan melakukan 
pemeriksaan secara dadakan atau berkala, memperbaiki proses pengawasan, penerapan 
sangsi terhadap penunggak penyetoran serta meningkatkan pembayaran pajak dan 
pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan Pasar Daerah Palembang Jaya. 
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